BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 759 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 262 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

bahwa dalam rangka efektifitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri
di wilayah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 262 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.
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Pasal |
Ketentuan angka 8 huruf a Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2008 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun
2008 Nomor 14) dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
padatanggal 21 - 12 - 2011
BUPATI GARUT,
ttd
ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
padatanggal 21 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT

BUDI GAN GAN GUMILAR

PEMBINA, IV/a
NIP. 19690520 199603 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL

PERUBAHAN ANGKA 8 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 262 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

NO

ASPEK WEWENANG

RINCIAN WEWENANG

Penyelenggaraan

a.
b.

dihapus

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua
dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM)
desa/kelurahan

pelantikan pengurus organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, organisasi sosial dan
organisasi lainnya di lingkup kecamatan.

BUPATI GARUT,
ttd

ACENG H.M. FIKRI



